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Andi Syamsu Rijal, Nomor Induk E12110008, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Menyusun 
Skripsi dengan judul “Analisis Akuntabilitas Penyelenggaraan Kesehatan Gratis Di 
Kota Makassar”. Dibawah bimbingan Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si sebagai 
pembimbing I dan Dr. Hj. Nurlinah, M.Si. sebagai pembing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas 
Penyelenggaraan Kesehatan Gratis di Kota Makassar dalam pertanggungjawaban 
kinerja pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana amanat 
dari Undang-undang kedalam bentuk peraturan daerah. 
Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif,yaitu dengan menguraikan 
dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. 
Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan, observasi, 
wawancara dan penulusuran data secara online 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konteks kebijakan dan 
peraturan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan kesehatan gratis bertujuan 
memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Makassar dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan yang bermutu dan menyeluruh, diperuntukkan bagi warga 
Kota Makassar yang seharusnya terkhusus pada kalangan menegah kebawah 
(Kurang mampu), artinya kalangan menengah keatas tidak turut menerima bantuan 
dan subsidi dari pemerintah yang sudah menjadi hak masyarakat yang kurang 
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Analysis techniques used is qualitative,namely with explained and explaining 
the results or in the form of words orally and in writing. Data Collection will be done 
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online 
Based on the results of research shows that this policy and regulation context 
local government free health care about the event aims to provide facilities to 
Makassar City community health care in quality and comprehensive, is allocated for 
the residents of Makassar that should have been particular in the medium 
enterprises downhill (Less able to), that is the middle to upper not also receive aid 
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1.1. Latar Belakang  
Asas umum penyelenggaraan Negara pasal 33 UU No.32 tahun 1999 
meliputi, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas 
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas 
profesionalitas dan asas akuntabilitas. Salah satu syarat terciptanya 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (Good 
Governance) adalah akuntabilitas dari suatu kelembagaan yang senantiasa 
bisa bertanggungjawabkan visi, misi, tujuan terhadap kinerja yang telah atau 
sedang dijalankan saat ini. 
Era otonomi saat ini, pemerintah dituntut agar memberikan 
kesejahteraan pada masyarakat daerah dengan penyediaan pelayanan 
publik yang di butuhkan, penerapan praktik good governance yang baik akan 
sangat berpengaruh pada keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik 
yang diberikan kepada masyarakat. 
Pemberian pelayanan yang baik sangat diinginkan oleh masyarakat 
sebagai salah satu bentuk kinerja birokrasi yang dirasa masih kurang dalam 
pengimplementasian kekuasaan dan pertanggungjawabannya. Akuntabilitas 
merupakan salah satu prinsip pengukuran dan pertanggungjawaban 
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pencapaian kinerja instansi terkait  terhadap pemerintah, dan pemerintah ke 
masyarakat dalam kewenangannya mengatur dan mengelola daerahnya 
masing-masing. 
Kendala yang terjadi saat ini dalam penerapan konsep akuntabilitas 
aparatur instansi pemerintah adalah rendahnya standar kesejahteraan 
pegawai sehingga memicu pegawai untuk melakukan penyimpangan guna 
mencukupi kebutuhannya, faktor budaya seperti kebiasaan mendahulukan 
keluarga dan kerabat dibandingkan pelayanan kepada masyarakat, lemahnya 
sistem hukum dapat mengakibatkan sewaktu-waktu aparatur dapat 
melakukan penyimpangan di bidang administrasi dan keuangan. 
Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan sumberdaya di 
bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk 
memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana amanat 
dari Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang 
dibutuhkan manusia, kualitas kesehatan masyarakat sangat didukung oleh 
peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan, berbagai 
tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang cepat hingga biaya 
kesehatan yang murah dan terjangkau untuk kalangan masyarakat ekonomi 
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rendah mampu direalisasikan pemerintah atas kebijakan program yang 
diselenggarakan untuk mensejahterakan masyarakatnya. 
Program kesehatan yang dilaksanakan pemerintah provinsi sulsel 
berpedoman pada Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Di Provinsi Sulsel dan 
Peraturan Daerah Provinsi Sulsel No.2 Tahun 2009 Tentang Kerja sama 
Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Gratis. Tujuan pelaksanaan pelayanan 
kesehatan gratis oleh pemerintah Provinsi Sulsel adalah meningkatnya 
akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh 
penduduk Sulawesi Selatan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat 
yang optimal secara efektif dan efesien (Pasal 2 Pergub No.13 Tahun 2008). 
Tujuan dari program pelayanan kesehatan gratis diperkuat lagi oleh 
peraturan daerah Kota Makassar No.7 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
kesehatan di Kota Makassar, dengan menimbang bahwa untuk memenuhi 
kebutuhan dasar di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan 
kesejateraan umum, maka pemerintah Kota Makassar mengoptimalkan 
pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat Kota Makassar. 
Masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dalam hal ini, 
keluhan Pasien dan keluarganya bukan pada program pelayanan kesehatan 
gratis oleh Pemerintah Propinsi, pemerintah Kabupaten/Kota tetapi lebih 
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pada pemberi pelayanan kesehatan gratis tersebut yaitu tenaga kesehatan, 
ketersediaan prasarana, serta pola pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat penerima jaminan kesehatan. Dalam pemberian pelayanan 
kesehatan sudah seharusnya masyarakat mengetahui tentang mutu 
pelayanan kesehatan yang diberikan agar ada jaminan pelayanan yang 
diberikan aparatur terkait dalam penyelenggaraan kesehatan.  
Berdasarkan uraian diatas, untuk mengkaji lebih jauh mengenai 
pelaksanaan dilapangan serta dinamika yang terjadi, maka judul penelitian 
“Analisis Akuntabilitas Penyelenggaraan Kesehatan Gratis di Kota 
Makassar”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan 
masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimana penyelenggaraan kesehatan gratis di Kota Makassar?  







1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk menggambarkan penyelenggaraan kesehatan gratis di kota 
Makassar. 
2. Untuk mengetahui akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesehatan 
gratis di kota Makassar.  
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki 
manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Akademis, diharapkan dapat memberikan informasi dan 
kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya 
dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan 
prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesehatan gratis di kota 
makassar. 
2. Manfaat Praktis, diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah 
dan pihak-pihak yang terkait mengenai prinsip akuntabilitas dalam 






Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan 
dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga 
menjadi landasan teori dalam penelitian. Bagian ini diuraikan mengenai 
Konsep Good Governance, Konsep Pelayanan Publik, Konsep Akuntabilitas, 
Konsep Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Konsep Kesehatan Gratis. 
2.1. Konsep Good Governance 
Dalam proses demokratisasi, good governance sering mengilhami 
para aktivis untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan ruang 
partisipasi yang luas bagi aktor dan lembaga di luar pemerintahan sehingga 
ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara Negara dan, 
masyarkat sipil. Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling 
melengkapi antar  unsur tersebut bukan hanya memungkinkan adanya check 
and balance tetapi juga menghasilkan sinergi yang baik antar ketiganya 
dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Sedarmayanti (Arifin, 2010 : 69) 
mengemukakan bahwa : 
“Istilah governance diturunkan dari istilah pemerintahan 
(government) dalam bahasa Inggris disebut sebagai “ The 
Authoritative Direction and Administration of The Affairs of 
men/women ina nation, state, city, etc” atau dalam bahasa 
Indonesia berarti “Pengarahan dan administrasi yang berwenang 
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atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, 
kota dan sebagainya”. Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau 
dalam bahasa inggris “governance” yaitu “the act, fact, manner of 
governing” adalah suatu rangkaian kegiatan interaksi social politik 
pemerintahan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi 
pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”. 
Good governance diakui sebagai paradigma yang menarik perhatian 
masyarakat secara umum, disebabkan karena paradigma tersebut 
mengikutsertakan masyarakatnya dalam proses pemerintahan. Menurut 
Rasyid (Arifin, 2010 : 69), mengatakan bahwa : 
“Good governance disebut sebagai paradigma yang lebih 
menekankan pada keterlibatan seluruh elemen, baik yang berada 
di dalam intern birokrasi maupun yang berada di luar birokrasi. 
Paradigma tersebut menarik karena terlihat adanya pergesaran 
dari rule government ke good governance. Artinya, proses 
penyelengaraan pemerintahan tidak lagi semata-mata 
menyandarkan pada aspek peraturan dan perundang-undangan, 
akan tetapi lebih menekankan kepada partisipasi seluruh elemen 
masyarakatnya”. 
Banyaknya perspektif yang berbeda dalam menjelaskan konsep good 
governance, maka tidak mengherankan jika kemudian terdapat banyak 
pemahaman yang berbeda-beda mengenai good governance. Namun secara 
umum ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik good 
governance. Menurut Dwiyanto (2006 : 18-19) mengemukakan bahwa :   
“Pertama, praktik good governance harus memberi ruang kepada 
aktor lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara 
optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan 
adanya sinergi di antara aktor dan lembaga pemerintah dengan 
non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme 
pasar.Kedua, dalam praktik good governance terkandung nilai-nilai 
yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk 
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mewujudkan kesejahteraan bersama.Nilai-nilai seperti efisiensi, 
keadilan dan daya tanggap menjadi nilai yang penting.Ketiga, 
praktik good governance adalah praktik pemerintahan yang bersih 
dan bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada kepentingan 
public.Karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu 
mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas 
publik”. 
2.2. Konsep Pelayanan Publik 
Keberhasilan mewujudkan praktik good governance dalam ranah 
pelayanan publik membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari 
masyarakat luas bahwa membangun good governance bukan hanya sebuah 
mitos tetapi dapat menjadi suatu kenyataan. 
Menurut Dwiyanto (2006 : 20-24) mengemukakan bahwa ada 
beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis 
untuk memulai pengembangan good governance di Indonesia : 
”Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana 
Negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan 
lembaga-lembaga non-pemerintah. Buruknya praktik good 
governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat 
dirasakan oleh warga dan masyarakat luas. Ini berarti jika terjadi 
perubahan yang signifikan pada ranah pelayanan publik dengan 
sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh 
warga dan masyarakat luas. Kedua, berbagai aspek good 
governance dapat diartikulasikan secara relative lebih mudah 
dalam ranah pelayanan publik. Dalam pelayanan publik, 
keterlibatan unsur-unsur masyarakat sipil dan mekanisme pasar 
selama ini sudah banyak terjadi sehingga praktik governance 
dalam ranah pelayanan publik sebenarnya bukan suatu hal yang 
baru lagi. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua 
unsur governance. Pemerintah sebagai representasi Negara, 
masyarkat sipil, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan dan 
keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini. Pelayanan publik memiliki 
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high stake dan menjadi pertaruhan yang penting bagi ketiga unsur 
governance tersebut karena baik dan buruknya praktik pelayanan 
publik sangat berpengaruh terhadap ketiganya”. 
Menjadikan pelayanan publik sebagai pintu masuk mengenalkan good 
governance, maka tolak ukur dan indikator yang jelas dari pengembangan 
good governance menjadi relatif mudah dikembangkan. Mengembangkan 
tolak ukur dan indikator praktik pelayanan publik yang berwawasan good 
governance dapat dengan mudah dilakukan. Pelayanan publik yang efisien, 
non-diskriminatif, berdaya tanggap tinggi, dan memiliki akuntabilitas yang 
tinggi dapat dinilai dan diukur secara mudah. 
2.3. Konsep Akuntabilitas 
Menciptakan good governance yang salah satunya ditunjukkan 
dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran di 
antara para pegawai pemerintah mengenai pentingnya mengubah citra 
pelayanan publik sangat diperlukan. Akuntabilitas adalah suatu derajat yang 
menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun 
proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. 
Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance berkaitan 
dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang 
dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan 
tanggung jawab mengelola organisasi. Aspek yang terkandung dalam 
pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk 
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mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang diberi 
kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak 
terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga 
praktek-praktek kemudahan kepada pemberi mandat mendapatkan informasi, 
baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan 
demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang 
mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana 
yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan 
pendapat.  
Menurut Dwiyanto (2006 : 99), mengemukakan bahwa ada dua bentuk 
akuntabilitas, yaitu : 
“Akuntabilitas eksplisit dan akuntabilitas implisit. Akuntabilitas  
eksplisit (atau secara konseptual dapat disebut answerability) 
adalah pertanggungjawaban seorang pejabat atau pegawai 
pemerintah manakala diharuskan untuk menjawab atau 
menanggung konsekuensi dari cara-cara yang mereka gunakan 
dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Sedangkan 
akuntabilitas implisit berarti bahwa setiap pejabat atau pegawai 
pemerintah secara implisit bertanggung jawab atas setiap 
kebijakan, tindakan atau proses pelayanan publik yang 
dilaksanakan”. 
Menurut Leviene (Manggaukang, 2006 : 78), mengemukakan bahwa : 
“Akuntabilitas berkenaan dengan standar eksternal yang 
menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi Negara. 
Akuntabilitas publik menunjuk seberapa besar kebijakan dan 
kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang 
dipilih oleh rakyat, karena dilhat dari ukuran internal yang 
dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, tetapi juga 
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dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai norma yang berlaku 
di masyarakat”. 
Wahyudi Kumorotomo (2005 : 2) menyatakan bahwa : 
“Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukan apakah aktivitas 
birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah 
sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh 
masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu 
mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. 
Dengan demikian akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah 
bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah 
melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara 
langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat”. 
Webster (Waluyo, 2007 : 190) mendefinisikan akuntabilitas sebagai : 
“Suatu keadaan yang dapat dipertanggungkan, bertanggungjawab, 
dan akuntabel. Arti kata ankuntabel adalah pertama, dapat 
diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana 
seorang manusia bertanggungjawab kepada Tuhannya atas apa 
yang telah dilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk 
dipertanggunggugatkan secara eksplisit, dan ketiga, sesuatu yang 
biasa di perhitungkan atau dipertanggunggugatkan”. 
Menurut Faisal (2009 : 91), berdasarkan beberapa pengertian 
konseptual akuntabilitas tersebut mengandung relevansi yang baik dalam 
rangka memperbaiki birokrasi publik untuk mewujudkan harapan-harapan 
publik : 
“Untuk mewujudkannya, tampaknya bukan saja tergantung pada 
kemampuan birokrasi publik didalam mendefinisikan dan 
mengelola harapan-harapannya. Itulah sebabnya, dalam good 
governance diperlukan kontrol terhadap birokrasi publik agar dapat 
akuntabel. Selain itu, akuntabilitas dapat menjadi sarana untuk 
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber 
daya dalam suatu kebijakan publik yang dipercayakan kepadanya 
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dalam rangka pencapaian tujuan bersama melalui suatu media 
pertanggungjawaban secara periodik”. 
2.4. Akuntabilitas Pelayanan Publik 
Dalam konteks pelayanan publik, menurut Armunanto (2005 : 28), 
maka akuntabilitas berarti :  
“Suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat 
kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai 
atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki 
oleh para stakeholder. Dengan demikian tolak ukur dalam 
akuntabilitas pelayanan publik adalah publik itu sendiri yaitu arti 
nilai-nilai atau norma-norma yang diakui, berlaku dan berkembang 
dalam kehidupan publik. nilai-nilai atau norma tersebut diantaranya 
transparansi pelayanan, pinsip keadilan, jaminan penegakan 
hukum, hak asasi manusia, orientasi pelayanan yang 
dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa”. 
Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Teknik 
Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 
penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik 
kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi 
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Menurut Ratminto, et.al (2005 : 216-218) pertanggungjawaban 
pelayanan publik diantaranya : 
1. “Akuntabilitas kinerja pelayanan publik 
Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan 
proses yang antara lain meliputi; tingkat ketelitian (akurasi), 
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profesionalitas petugas kelengkapan sarana dan prasarana, 
kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan 
perundang-undangan) dan kedisiplinan; 
Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan 
standar atau akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan; 
Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan 
secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau 
pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Apabila terjadi 
penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus dilakukan 
upaya perbaikan; 
Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan 
publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan; 
Masyarakat dapat melakukan penelitian terhadap kinerja 
pelayanan secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku; 
Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian 
dalam pelayanan publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak 
mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; 
2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik 
Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan yang telah ditetapkan; 
Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya 
pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas/pejabat yang 
ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari 
pejabat yang berwenang; 
3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik 
Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat 
dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk 
pelayanan; 
Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 
Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah”. 
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Menurut Kodar (2012 : 138) untuk menjamin terwujudnya suatu tingkat 
kinerja yang diinginkan, efektivitas dan akuntabilitas publik akan banyak 
tergantung kepada pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut 
diatas meliputi:  
“Pertama, terdiri dari publik dan konsumen pelayanan yakni pihak 
yang terkait dengan penyajian pelayanan yang paling 
menguntungkan mereka. Kedua, terdiri dari pimpinan dan 
pengawas penyaji pelayanan publik, yang merupakan pihak-pihak 
berkepentingan terhadap pelayanan. Ketiga, terdiri dari penyaji 
pelayanan itu sendiri dengan tujuan dan keinginan yang seringkali 
berbeda dengan pihak pertama dan kedua di atas. Dengan 
demikian, secara absolut akuntabilitas memvisualisasikan suatu 
ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, 
kemampuan untuk melakukan evaluasi kinerja, keterbukaan dalam 
pembuatan keputusan, mengacu pada jadwal yang telah 
ditetapkan dan menetapkan efisiensi dan efektivitas biaya 
pelaksanaan tugas-tugasnya”. 
Menurut Dwiyanto, et.al (2006 : 55) untuk mengukur akuntabilitas 
penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-
indikator kinerja yang meliputi: 
1. “Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam 
proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut 
mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan 
oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa; 
2. Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat 
masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan 
yang telah ditentukan; dan 
3. Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh 





2.5. Konsep Kesehatan Gratis 
Kesehatan adalah hak dan investasi, semua warga negara berhak 
atas kesehatannya karena dilindungi oleh konstitusi seperti yang tercantum 
dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat kedua dimana tiap-tiap warga negara berhak 
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960  tentang 
Pokok-Pokok Kesehatan yang menyebutkan bahwa kesehatan rakyat adalah 
salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa  
dan mempunyai peranan penting dalam penyelesaian revolusi nasional dan 
penyusunan masyarakat sosialis Indonesia. Sehingga pemerintah harus 
mengusahakan bidang kesehatan dengan sebaik-baiknya, yaitu 
menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai dan dapat diakses 
dengan mudah oleh masyarakat umum. 
Setiap individu dan semua warga Negara berhak atas jaminan sosial 
untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan 
martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil 
dan makmur. Program jaminan sosial pada dasarnya adalah sebuah program 
untuk mewujudkan kesejahteraan melalui pendekatan sistem, dimana Negara 




Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada 
Pasal 28 (ayat 3) dan Pasal 34 (ayat 2) mengamanatkan bahwa “Jaminan 
Sosial adalah hak setiap warga negara” dan “Negara mengembangkan 
Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat 
yang lemah dan tidak mampu”. 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN), menegaskan bahwa terdapat 5 (lima) Program 
Jaminan Sosial diantaranya; Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, 
Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Untuk lebih 
memfokuskan perhatian kepada masyarakat miskin dan tidak mampu 
khususnya terhadap pemberian pelayanan kesehatan, Pemerintah melalui 
Kementerian Kesehatan RI, selain memenuhi kewajiban tetapi juga 
berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan 
perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada 
pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu. 
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk kewajiban dan 
urusan yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan 
Daerah. Namun demikian dalam  pelaksanaannya, pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat belum dapat dikatakan berjalan dengan optimal dikarenakan 
berbagai kendala dan masalah yang masih ditemukan. 
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Menyikapi permasalahan tersebut, saat ini pemerintah sedang 
memantapkan penjaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat sebagai 
bagian dari pengembangan jaminan kesehatan secara menyeluruh (Universal 
Coverage), dan hal tersebut telah diterjemahkan oleh Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan kedalam Program PelayananKesehatan Gratis. 
Pelayanan Kesehatan Gratis yang dicanangkan sejak 1 Juli 2008 oleh 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota, merupakan 
momentum yang sangat baik dan tepat dalam rangka memberikan 
kesempatan bagi masyarakat Sulawesi Selatan guna mengakses pelayanan 
kesehatan, disamping itu dapat memberi solusi terhadap masalah-masalah 
kesehatan yang selama ini menjadi beban pemerintah dan masyarakat serta 
akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terwujudnya 
percepatan pencapaian indikator pembangunan kesehatan yang lebih baik. 
Asas penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis juga dilaksanakan 
berdasarkan beberapa asas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Pergub 
Nomor 13 Tahun 2008 yaitu: 
1. Transparansi 
2. Akuntabilitas public 




5. Cepat, cermat, dan akurat 
6. Pelayanan terstruktur dan berjenjang 
7. Kendali mutu dan kendali biaya. 
Berbagai kendala dan masalah yang selama ini menyertai perjalanan 
Kesehatan Gratis, bisa teratasi dengan baik melalui pembelajaran dari 
pengalaman pelaksanaan selama ini dan yang terpenting adalah komitmen 
yang kuat dari Pemerintah Daerah termasuk para pemangku kebijakan 
lainnya serta support dari para akademisi. Berangkat dari perjalanan selama 
hampir 5 (lima) tahun, Pelayanan Kesehatan Gratis telah banyak memberi 
manfaat terutama dalam hal pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini 
masih dirasakan menjadi beban dalam mendapatkan pelayanan. 
Dalam rangka akselerasi pencapaian Universal Coverage untuk 
penjaminan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, semua Badan 
Penyelenggara Jaminan Kesehatan diharapkan dapat memberi kontribusi 
yang maksimal terhadap hal tersebut. Harapan ini pula yang mengantarkan 
Pemerintah Provinsi Sulsel berinisiatif untuk bermitra dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang professional dalam pengelolaan 
Program Kesehatan Gratis yang nantinya secara bertahap akan masuk 




Tata Cara Mendapatkan Pelayanan Kesehatan : 
1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama : 
a. Setiap peserta harus terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat 
pertama yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 
b. Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 
tingkat pertama tempat Peserta terdaftar. 
c. Peserta dapat memperoleh pelayanan rawat inap di Fasilitas 
Kesehatan tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. 
2. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan : 
a. Peserta datang ke BPJS Center Rumah Sakit dengan menunjukkan 
Kartu Peserta dan menyerahkan surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama / surat perintah kontrol pasca rawat inap. 
b. Peserta menerima Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk mendapatkan 
pelayanan lanjutan. 
c. Peserta dapat memperoleh pelayanan rawat inap di Fasilitas 
Kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis. 
3. Pelayanan Kegawat Daruratan (Emergency) : 
a. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus 
diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan dan atau 
kecacatan, sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan. 
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b. Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung 
memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Kriteria kegawat 
daruratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
c. Peserta yang menerima pelayanankesehatan di fasilitas kesehatan 
yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, akan segera dirujuk 
ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 
setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi 
dapat dipindahkan. 
d. Biaya akibat pelayanan kegawat daruratan ditagihkan langsung oleh 















2.6. Kerangka Konseptual 
Kebijakan pemerintah dalam memberikan dan melaksanakan 
Penyelenggaraan kesehatan gratis di Kota Makassar harus didukung dengan 
adanya kerjasama yang baik dan terstruktur untuk dapat mengakses 
berbagai hal yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, yang meliputi 
ketersediaan prasarana, sumber daya manusia, pola pelayanan, pendidikan 
berkelanjutan bagi petugas kesehatan, dan program yang akan dilakukan 
serta sumber dana operasional, sehingga dapat menunjang pelaksanaan 
kebijakan yang telah atau sedang berjalan saat ini, proses administrasi dan 
mekanisme pelayanan yang tertata dan mengikuti peraturan serta prosedur 
yang telah ditetapkan, sehingga berakuntabel atau dapat dipertanggung 
jawabkan kepada masyarakat. 
Melakukan sebuah sistem pelayanan yang baik, tertata, dan 
bertanggung jawab dapat mewujudkan praktik good governance melalui 
pelayanan, maka tugas dan fungsi pihak atau aparatur yang terkait akan 
menjadi sebuah tolak ukur dalam pelaksanan kebijakan yang diambil 
pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat khususnya dalam 
penyelenggaraan kesehatan. 
Perwujudan kewajiban aparatur terkait untuk 




GRATIS DI KOTA MAKASSAR 
 PELAYANAN ADMINISTRASI AKUNTABILITAS 
 PELAYANAN KESEHATAN 
 PERTANGGUNGJAWABAN 
ADMINISTRASI 
sasaran yang telah ditetapkan akan sangat di rasakan oleh  masyarakat 
sebagai objek utama yang menerima layanan kesehatan gratis. Oleh karena 
itu dari penjelasan di atas, maka dapat disusun suatu kerangka konseptual 
yang dijabarkan dalam skema berikut ini: 
 
Gambar 2.1. Skema Kerangka Konseptual 
Analisis Akuntabilitas Penyelenggaraan Kesehatan Gratis Di Kota Makassar 
 
  












Bagian ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan 
dalam pelaksanaan penelitian yang telah berjalan. Bab ini membahas 
mengenai : lokasi penelitian, tipe dan dasar penelitian, sumber data, teknik 
pengumpulan data, informan penelitian, analisis data dan definisi 
operasional. 
3.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Makassar dengan 
pertimbangan bahwa dalam proses penyelenggaraan kesehatan gratis di 
Kota Makassar cukup menarik untuk dianalisis baik dari segi pelayanan, 
administrasi, program, sasaran, sarana pelayanan dan analisis data-data 
yang ada.  Adapun  tempat  penelitian  berlokasi di Kantor  Dinas Kesehatan 
Kota Makasssar, RSUD Daya, Puskesmas Sudiang Raya, dan Puskesmas 
Tamalanrea Kota Makassar. 
3.2. Tipe dan dasar Penelitian 
Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe 
penelitian ini akan memberikan gambaran faktual mengenai Analisis 
Akuntabilitas Penyelenggaraan Kesehatan Gratis di Kota Makassar. Dasar 
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penelitian yang menggunakan metode studi kasus (case study) yang 
bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa  suatu proses tertentu 
terkait fokus penelitian ini sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu.  
Studi kasus  adalah salah satu metode penelitian  dalam  ilmu sosial.  
Penelitian ini menggunakan metode pemeriksaan longitudinal yang 
mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai 
kasus dengan menggunakan cara yang sistematis dalam melakukan 
pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. 
Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang 
mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi penelitian 
selanjutnya.  
Studi kasus (case study) adalah suatu strategi penelitian, 
penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan 
nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kualitatif yang bersandar pada 







3.3. Sumber Data 
1. Data Primer, data yang diperoleh dari: 
Hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi 
keberadaan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Hasil wawancara, dilakukan 
pada responden dari sisi pengambil keputusan (kepala dinas), pelaksana 
kegiatan, dan pengguna layanan (masyarakat) sesuai dengan kebutuhan 
penelitian. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah menganalisis dan 
mengetahui akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesehatan gratis di kota 
makassar. 
2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari : 
Dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-
arsip resmi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Makassar  atau 
instansi terkait. 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut : 
1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 
pengamatan langsung terhadap proses pelayanan kesehatan. 
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2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara 
langsung mengadakan tanya jawab dengan para pasien yang terdaftar 
sebagai masyarakat penerima jaminan kesehatan gratis dan pelayan 
kesehatan. 
3. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat 
kabar, dokumen-dokumen, undang-undang yang  ada hubungannya 
dengan penelitian yang akan dilaksanakan. 
4. Penelusuran data online, yaitu data diperoleh dengan mengakses 
internet untuk mencari sumber data yang berhubungan dengan 
penelitian yang akan dilaksanakan. 
3.5. Informan Penelitian 
Informan adalah orang-orang yang paham atau pelaku yang terlibat 
langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang 
dianggap relevan dalam memberikan informasi mengenai Analisis 
Akuntabilitas Penyelenggaraan Kesehatan Gratis di Kota Makassar. Adapun 
yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 
1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar. 
2. Kepala Sub. Bagian Pengembangan dan Penjaminan Kesehatan 
Dinas Kesehatan Kota Makassar. 
3. Staf RSUD Daya. 
4. Kepala Puskesmas Sudiang Raya. 
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5. Kepala Puskesmas Tamalanrea.  
6. Pasien / masyarakat penerima  jaminan kesehatan daerah. 
3.6. Analisis Data 
Analisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik analisis 
kualitatif, yakni data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk 
kata-kata lisan maupun tertulis. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan 
secara sistematika fakta-fakta dan data-data yang diperoleh serta hasil-hasil 
penelitian, baik dari hasil study lapang maupun study literature untuk 
kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian. 
3.7. Defenisi konsep 
Definisi konsep lebih mengarahkan dalam melakukan penelitian ini 
maka disusun sebagai berikut : 
1. Penyelenggaraan kesehatan gratis dalam penelitian adalah semua 
pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pelayanan kesehatan 
rujukan di Kelas III Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kota Makassar 





2. Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban 
pelayanan yang diberikan kepada publik meliputi: 
Akuntabilitas pelayanan harus sesuai dengan standar atau 
akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan, serta proses 
administrasi (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan 
perundang-undangan) 
Standar pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan 
unit pelayanan instansi pemerintah.  
Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan 














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan permasalahan yang menjadi indikator penelitian 
tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Analisis Akuntabilitas 
Penyelenggaraan Kesehatan Gratis di Kota Makassar. 
4.1. Gambaran Umum Kota Makassar 
4.1.1. Kondisi Fisik dan Wilayah 
Kota Makassar adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara 
geografis kota Makassar memiliki posisi strategis dilihat dari kepentingan 
ekonomi maupun politik. Kota ini terletak dipersimpangan lalu lintas sulawesi. 
Dari sisi ekonomi menjadi simpul jasa distribusi yang lebi efisien dibanding 
daerah lain. Kota Makassar merupakan pintu gerbang Indonesia Timur,sebab 
tidak ada pesawat yang melintas kebagian Indonesia Timur tanpa singgah di 
Bandara International Sultan Hasanuddin. Pelabuhan Makassar juga sebagai 
jembatan perhubungan laut ke kawasan Indonesia Timur. 
Kota yang dulunya bernama Ujung Pandang ini termasuk kota 
kosmopolitan, sejak tahun 2004 kota Makassar sudah mulai melakukan 
pembangunan sarana-sarana publik yang baru dan berkualitas. Hal ini 
dilakukan berdasarkan pada slogan kota Makassar yaitu ” Great Expectation 
City” sejak saat itu dimulailah pembangunan, mulai dari menara balai 
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kota,graha pena fajar,pelataran Losari, Bandara Internasional sultan 
Hasanuddin, Jalan tol Ir. Sutami yang menghubungkan Makassar dengan 
bandara, GOR sudiang merupakan Gedung olahraga termegah keempat di 
Indonesia, Fly Over Urip sumoharjo, Kalla Town, Menara Bosowa gedung 
tertinggi di Makassar saat ini dan Trans Studio yang merupakan indoor theme 
park terbesar di dunia.  
Kota terbesar di pulau Sulawesi ini memiliki wilayah seluas 175,77 
Km2. Dibagi 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Batas-batas wilayah Kota 
Makassar yaitu : 
 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
 b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
 c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 









Wilayah daratan Kota Makassar dirinci menurut Kecamatan dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.1. Luas Kota Makassar Berdasarkan Luas Kecamatan 





























































Jumlah 175,77 100,00 





Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2012 tercatat sekitar 
1.369.606 jiwa, Persebaran penduduk di Kota Makassar dapat dilihat pada 
tabel berikut ini : 
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2012 
NO KECAMATAN JML. PENDUDUK PERSENTASE (%) 



















2 Mamajang 28.892 30.278 59.170 4,3 
3 Tamalate 87.551 89.396 176.947 12,9 
4 Rappocini 74.811 79.373 154.184 11,2 
5 Makassar 40.400 41.672 82.027 6 
6 Ujung Pandang 12.829 14.372 27.201 2 
7 Wajo 14.410 15.220 29.630 2,1 
8 Bontoala 26.580 27.935 54.515 4 
9 Ujung Tanah 23.597 23.532 47.129 3,4 
10 Tallo 67.504 67.279 134.783 10 
11 Panakukang 70.439 71.896 142.308 10,3 
13 Biringkanaya 88.297 88.819 177.116 13 
14 Tamalanrea 51.882 53.352 105.234 7,6 
Sumber : BPS, Makassar dalam angka tahun 2013. 
Berdasarkan tabel 4.2 wilayah yang memilki jumlah penduduk terbesar 
adalah Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk sebanyak 177.116 
jiwa, sedangkan Kecamatan Ujung Pandang adalah wilayah dengan jumlah 
penduduk paling sedikit dengan jumlah 27.201 jiwa. Dari jumlah tersebut, 
penduduk yang masih berusia produktif sebanyak 786.817 dengan rincian 
sebagai berikut :  
47 
 
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Produktif Kota Makassar 
NO KELOMPOK 
USIA 
JML. PENDUDUK PERSENTASE (%) 









































































Jumlah 384. 362 402.455 786.817 100,00 
Sumber : BPS, Makassar dalam angka tahun 2013. 
Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, usia 15-34 tahun merupakan usia 
produktif terbanyak yakni 65,04%, sedangkan usia produktif tersedikit 
berada pada kisaran usia 50-59 tahun dengan persentase12,23%. 
Sedangkan jumlah keseluruhan penduduk Kota Makassar yang belum 
produktif, maupun yang sudah produktif dapat dilihat pada tabel 4.4. : 
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Tabel 4.4. Penduduk Kota Makassar Dirinci Menurut Produktivitas 
NO USIA JUMLAH PERSENTASE 
(%) 

























Jumlah 671.049 698.557 1.369.606 100,00 
 Sumber : BPS, Makassar dalam angka tahun 2013 
Tabel 4.4 menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Makassar 
mayoritas dalam usia produktif dengan jumlah 786.817 atau 57,44% dari 
keseluruhan penduduk Kota Makassar. Sedangkan yang sudah produktif 
masih sedikit yaitu 60.973 jiwa atau 9,12%. Hal ini berarti sebagian kecil 
masyarakat yang sudah produktif menunjang jumlah yang lebih besar dan 
akan sangat berpengaruh pada dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan 
pembangunan di Kota Makassar.   
4.1.3. Visi Misi Pemerintah Kota Makassar 
Visi Pemerintah Kota Makassar 
“Terwujudnya Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang 




1. Terwujudnya Kota Maritim yang tercermin pada tumbuh dan 
berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari serta dalam 
pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun perairan 
secara optimal dengan tetap terprosesnya peningkatan kualitas 
lingkungan hidupnya. 
2. Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap bagi 
pengusaha kecil, menengah maupun besar. 
3. Terwujudnya atmosfir Pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan 
merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, relevan dengan 
dunia kerja, mampu meningkatan kualitas budi pekerti, dan yang 
relevan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(IPTEK). 
4. Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan 
yang dilandasi oleh martabat para aparat Pemerintah Kota, warga kota 
dan pendatang yang manusiawi dan tercermin dalam peri 
kehidupannya dengan menjaga keharmonisan hubungan manusia 
dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan 
manusia dengan alam. 
Misi Pemerintah Kota Makassar 
1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi 
kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional. 
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2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi 
potensi lokal. 
3. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan 
pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat. 
4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama 
berbasis kemajemukan masyarakat. 
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan 
berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur. 
6. Peningkatan infrastruktur Kota dan pelayanan publik. 
4.2. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Makassar 
4.2.1. Keadaan Geografis 
Dinas Kesehatan Kota Makassar terletak  di ibukota provinsi Sulawesi 
Selatan yaitu kota Makassar. Lokasi gedung Dinas Kesehatan Kota 
Makassar bertempat di Kecamatan Rappocini. Gedung tersebut tepatnya 
berada bagian timur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bagian selatan 
Jl. Teduh Bersinar, bagian Utara rumah penduduk dan bagian barat Jl. Teduh 





4.2.2. Keadaan Lingkungan Kerja Organisasi 
1. Tugas Pokok  dan  Fungsi 
Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di 
Bidang Kesehatan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan 
tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 
Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan 
kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, pemberantasan 
dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan peran serta 
masyarakat. 
b. Penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan kesehatan, 
pembinaan rumah sakit dan puskesmas, pemberantasan dan 
pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan peran serta 
masyarakat. 
c. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional 
pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, 
pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan lingkungan dan 
peran serta masyarakat. 
d. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan 
meliputi pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan 
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puskesmas, pemberantasan dan pencegahan penyakit, kesehatan 
lingkungan dan peran serta masyarakat. 
e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas didukung oleh 
unsur organisasi yang terdiri dari : 
1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas 
melakukan urusan perencanaan umum dan program, penyediaan 
data dan informasi kesehatan, monitoring dan evaluasi program, 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan surat-menyurat , humas dan 
protokol, perpustakaan serta hukum kesehatan. 
2. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, 
pembinaan, dan pengawasan kegiatan pelayanan kesehatan dasar, 
pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan 
pengembangan dan penunjang. 
3. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan 
pengendalian penyakit dan kejadian luar biasa, pengamatan penyakit 
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menular dan tidak menular, penanganan korban bencana dan 
situasi  khusus serta kegiatan penyehatan lingkungan. 
4. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, 
pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan gizi masyarakat serta 
pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 
(individu dan kelompok). 
5. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 
pengaturan, pembinaan dan pengawasan upaya pembiayaan dan 
jaminan kesehatan, upaya pengembangan tenaga kesehatan dan 
pelaksanaan upaya farmasi dan perbekalan kesehatan. 
4.2.3. Struktur Organisasi 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2005 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan 
Kota Makassar dalam daerah Kota Makassar, mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota yaitu 
merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang kesehatan 
meliputi pelayanan kesehatan, pembinaan rumah sakit dan puskesmas, 




Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan 
di dukung oleh organisasi  dengan tugas Pembinaan Unit Pelaksana Teknis. 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka sesuai dengan PP 41 
Tahun 2007  yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor : 03 tahun 2009, Dinas Kesehatan Kota Makassar mempunyai struktur 
organisasi sebagai berikut:  
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat : 
1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. Sub bagian Keuangan. 
3. Sub bagian Perlengkapan 
c. Bidang Pelayanan  Kesehatan : 
1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan 
2. Seksi Kesehatan Khusus 
3. Seksi Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan 
Makanan 
d. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan : 
1. Seksi Pengendalian Penyakit. 
2. Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Mata. 
3. Seksi Penyehatan Lingkungan. 
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e. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Kesehatan : 
1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Program. 
2. Seksi Pengembangan Sarana, Tenaga Kesehatan dan Jaminan 
Kesehatan. 
3. Seksi Registrasi Dan Akreditasi 
f. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat : 
1. Seksi Kesehatan Keluarga 
2. Seksi Gizi Masyarakat 
3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
g. Unit Pelaksanan Teknis Dinas ( UPTD ) 
4.2.4. Visi Misi Dinas Kesehatan Kota Makassar 
Pembangunan kesehatan di Kota Makassar diselenggarakan dalam 
upaya mencapai Visi ”Makassar Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal”. 
Sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, maka dalam 
penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar 
mengacu kepada dasar-dasar Pembangunan Kesehatan yaitu : 
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(1) Perikemanusiaan; (2) Pemberdayaan dan Kemandirian; (3) Adil 
dan Merata; (4) Pengutamaan dan Manfaat, maka ditetapkan Visi Dinas 
Kesehatan Kota Makassar  yaitu “Makassar  Sehat  Menuju  Kota  Dunia”. 
Masyarakat Sehat Menuju Kota Dunia adalah suatu kondisi dimana 
masyarakat Kota Makassar menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, 
mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga 
dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan oleh penyakit 
termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan 
perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. 
Misi Dinas Kesehatan Kota Makassar adalah 
“Mewujudkan  Warga  Kota  yang  Sehat”. Dimana Dinas Kesehatan Kota 
Makassar harus mampu sebagai penggerak dan fasilitator pembangunan 
kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama masyarakat 
termasuk swasta, untuk mewujudkan rakyat sehat, baik fisik, sosial, maupun 
mental/ jasmaninya. 
4.3. Gambaran Umum RSUD Daya Makassar 
Keberadaan RSUD Daya Makassar ditandai dengan adanya prakarsa 
Menkes tahun 1980 dengan menginstruksikan Direktur Jenderal Pelayanan 
Medik untuk mendirikan Puskesmas Daya Ujung Pandang yang saat ini 
Ujung Pandang berubah nama menjadi Makassar. Hal ini dikarenakan belum 
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adanya pusat pelayanan kesehatan di daerah daya dan sekitarnya pada 
tahun 1980. Untuk itu Menteri Kesehatan bersama Direktur Jenderal 
Pemberantasan Penyakit Menular berangkat untuk memperoleh dana 
bantuan dari Sasakawa Memorial Health Foundation. 
Pada saat itu direncanakan Puskesmas Daya Makassar berkapasitas 
10 tempat tidur dengan rencana dana yang diperlukan Rp 20.000.000 dan 
dari yang ternyata baru dapat direalisasikan tahun 1987. Puskesmas Daya 
sejak awal berdirinya mendatangkan dokter dan ahli rawat dari Unhas untuk 
meningkatkan kualitas kesehatan di daerah daya dan sekitarnya. Di Tahun 
2004 muncul keinginan untuk membuat Puskesmas Daya menjadi rumah 
sakit, hal ini mendapat dukungan dari berbagai pihak khususnya Walikota H. 
Zainal Basri Palaguna. Pembangunan rumah sakit ini terinspirasi oleh jumlah 
penduduk di kecamatan daya yang terus meningkat sehingga membuat 
puskesmas daya tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan baik. 
RSUD Daya Makassar dibangun di atas lahan seluas 2.216 meter 
persegi, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti 250 tempat tidur pasien, 
bank darah, 36 ruang perawat gawat darurat, laboratorium kimia darah, dan 
ruang bedah. Pemerintah Makassar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 
1,5 miliar pada tahun 2010 untuk pembangunan RSUD Daya tahap ketiga. 
Total anggaran pembangunan dari 2007-2010 berkisar 50,5 Milyar Rupiah. 
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Saat ini gedung rumah sakit terdiri dari 4 gedung, tiap gedung terdiri 3 lantai. 
Adapun ruang perawatan terdiri dari kelas VIP, kelas I, kelas II, dan kelas III. 
RSUD Daya Makassar juga merupakan rumah sakit rujukan dari 
puskesmas maupun rumah sakit umum daerah dari kabupaten di Sulawesi 
Selatan. Pada saat ini proses pembangunan RSUD Daya Masih dalam tahap 
penyelesaian akhir. RSUD Daya saat ini masih kekurangan dalam hal 
kelengkapan peralatan seperti endiskopi dan paraskopi (alat diagnosis 
penyakit dalam).Berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 2/KMK.05/2010 
tanggal 5 Januari 2010, RSUD Daya Makassar telah ditetapkan sebagai 
Rumah Sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan 
Umum ( BLU). Salah satu kewajiban RS yang telah menerapkan pola 
pengelolaan keuangan badan layanan umum adalah penyusunan rencana 
bisnis anggaran, sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah 
no 23 tahun 2005 yang menyatakan bahwa BLU wajib menyusun Rencana 
Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang merupakan penjabaran dari 
Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Negara. 
1. Adapun batas-batas RSUD Daya Makassar adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Kapasa Raya 
b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan pemukiman masyarakat 
c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 
d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Pasar Baru Daya 
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2.   Kegiatan Pokok RSUD Daya Makassar 
RSUD Daya Makassar menyelenggarakan kegiatan pelayanan jasa 
kesehatan,pendidikan dan pelatihan dan serta penelitian. Sifat kegiatan 
dimaksud berfungsi sosial,professional dan etis. Adapun visi misi Rumah 
Sakit Umum Daya Makassar sebagai berikut : 
a. Visi: menjadi rumah sakit terkemuka di Indonesia. 
b. Misi: memberikan pelayanan kesehatan bermutu dan paripurna dengan 
memanfaatkan teknologi mutakhir, meningkatkan profesionalisme dalam 
bidang pelayanan kesehatan dan manajemen rumah sakit, serta 
mewujudkan pelayanan kesehatan yang berbasis kemitraan. 
4.4 Gambaran Umum Puskesmas Tamalanrea  
4.4.1. Keadaan Geografis 
        Kecamatan Tamalanrea merupakan sebagian kecil dari pemerintahan 
walikota Makassar yang terdiri dari beberapa wilayah kelurahan, sedangkan 
wilayah kerja puskesmas Tamalanrea meliputi 1 kelurahan yang berada ± 12 
km dari Kota Makassar, dengan luas wilayah kerjanya 425,6 Ha. Yang terdiri 




Tabel 4.5. Luas Wilayah, Jumlah RW/RT Menurut KelurahanTamalanrea 
Kecamatan Tamalanrea 
No  Kelurahan  Luas (Km²) RW RT 
1. Tamalanrea  425,6 Ha 23 121 
         Sumber : Data kelurahan Tamalanrea 
4.4.2. Batas Wilayah  
Adapun batas wilayah kerja Puskesmas Tamalanrea adalah : 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kapasa 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tamalanrea Jaya 
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Tamalanrea Indah 
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Paccerakkang 
4.4.3. Jumlah Penduduk 
Berdasarkan data primer yang dikumpulkan tahun 2013 jumlah 
penduduk Kelurahan Tamalanrea sebanyak ± 52.859 jiwa. Dengan rincian 
sebagai berikut :  laki – laki 27.017 jiwa dan perempuan 25.242 jiwa dengan 
kepala keluarga sebanyak 17212 KK. Untuk mengetahui lebih jelas dapat 





Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tempat Di PKM Tamalanrea 
Kecamatan Tamalanrea Tahun 2013 
No  Kelurahan  Jumlah Perjenis Kelamin  Jumlah  
Laki – laki   Perempuan   
1.  Kelurahan  
Tamalanrea 
27.017 25.242 52.859 
Sumber : Data Primer  
4.4.4. Visi Misi Puskesmas Tamalanrea      
Adapun visi dari Puskesmas Tamalanrea yaitu Puskesmas Sehat 
2015. Sedangkan Misi dari Puskesmas Tamalanrea yaitu : 
1. Pelayanan kesehatan terdepan  
2. Melaksanakan pelayanan prima 
3. Mengutamakan kepentingan masyarakat 
Visi dan misi tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan 6 
kegiatan pokok puskesmas dan dilaksanakan oleh 7 unit. Enam (6) kegiatan 
pokok Puskesmas tersebut adalah : 
1. Kesehatan Ibu dan Anak  
2. Keluarga Berencana 
3. Upaya Peningkatan Gizi 
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4. Kesehatan Lingkungan 
5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 
6. Imunisasi  
4.4.5. Jenis Pelayanan Puskesmas  
Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas itu sendiri 
terdiri dari : preventif, promotif, kuratif dan rehabilitative, secara rinci dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Preventif  
a. Kegiatan posyandu  
b. Pemeriksaan  bumil 
c. Pemberian imunisasi yaitu pada bayi 0 – 11 bulan, imunisasi DT pada 
anak usia sekolah kelas 1, imunisasi TT untuk kelas 2dan 3 dan 
imunisasi TT pada ibu hamil. 
d. Pelayanan KB 
e. Kesehatan Ibu dan Anak 
f. Upaya peningkatan gizi 
g. Kesehatan lingkungan  





2. Promotif  
Upaya promotif yang telah dilakukan adalah berupa penyuluhan-
penyuluhan misalnya tentang penyakit menular, diare, kesling, KB, dll. 
3. Kuratif  
Pelayanan kuratif yang telah diberikan adalah  Pelayanan dasar di 
Puskesmas Tamalanrea tidak ada kegiatan rehabilitasi. 
4.4.6. Ringkasan Tata Kerja  
Ringkasan tata kerja yang ada di puskesmas Tamalanrea adalah 
dalam melaksanakan tugas kepala puskesmas wajib menetapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan puskesmas 
sesuai tugasnya masing-masing. Kepala puskesmas wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk-petunjuk atasan serta mengikuti bimbingan teknis 
pelaksanaan yang ditetapkan kepala dinas kesehatan daerah tingkat II, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Kepala puskesmas bertanggungjawab memimpin mengkordinasi 
semua unsur dalam lingkungan puskesmas memberikan bimbingan dan 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing petugas bawahannya. 
Setiap unsur dilingkungan puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi dan 
bertanggungjawab kepada kepala puskesmas. 
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4.5. Gambaran Umum Puskesmas Sudiang Raya 
4.5.1. Sejarah singkat  Puskesmas Sudiang Raya 
Puskesmas Sudiang Raya merupakan salah satu Puskesmas dalam 
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tepatnya berada di 
Kompleks Bumi Sudiang Permai (BSP) Jalan Perumnas Raya Nomor  05 
Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. 
Puskesmas Sudiang Raya dibangun pada awal tahun 2003 atas bantuan 
Rotary Club of Leiden yang diresmikan pada tanggal 9  Desember  2003 oleh 
Walikota Makassar  dengan pihak donator  . Pada tahun 2010 sudah 
mendapatkan gelar ISO dari Pemerintah Kota Makassar . Dan pada saat itu 
pula Puskesmas ini berfungsi secara definitif sebagai salah satu Puskesmas 
yang bertanggung jawab secara langsung kepada Dinas Kesehatan Kota 
Makassar.  
4.5.2. Letak Geografis 
Puskesmas ini berada dalam wilayah Pemerintahan Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar  dengan luas wilayah kerja  14,59 km2  yang 
membawahi 2 kelurahan yaitu : 
1.    Kelurahan  Daya                                 :  10 RW 
2.    Kelurahan Sudiang  Raya       .           :  24 RW 
Adapun batas wilayah kerja Puskesmas Sudiang Raya adalah sebagai 
berikut : 
1. Sebelah  Utara  berbatasan dengan Kelurahan Sudiang / Pai 
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2. Sebelah  Timur berbatasan dengan Kelurahan Mandai / Maros 
3. Sebelah  Selatan berbatasan dengan Kelurahan Paccerakkang 
4. Sebelah  Barat  berbatasan dengan  Kelurahan Bira 
4.5.3. Demografi 
Pada tahun  2012  jumlah penduduk berjumlah 111.820 jiwa, 
sehubungan dengan terbentuknya Puskesmas Paccerakkang, maka wilayah 
kerja Puskesmas Sudiang Raya sekarang ini hanya membawahi 2 (dua) 
Kelurahan dengan jumlah penduduk 65.442 jiwa dengan rincian pada 
tabel berikut : 
Tabel. 4.7. Data Luas Wilayah, Jumlah RW/RT/KK Per Kelurahan Di 






RW RT KK 
1 Daya 581 10 37 2.436 
2 Sudiang Raya 878 24 123 14.884 
J U M L A H 1.459 34 160 17.320 
           Sumber : Puskesmas Sudiang Raya Tahun 2013.   
4.5.4. Visi Misi Puskesmas Sudiang Raya 
            Menjadi salah satu puskesmas yang memberikan pelayanan 
kesehatan yang prima yang berkualitas di dalam dan diluar gedung untuk 




Sedangkan misi Puskesmas Sudiang Raya adalah : 
1.    Meningkatkan mutu pelayanan dengan memberi pelayanan yang cepat, 
tepat, terjangkau, aman dan nyaman (prima), yang dilaksanakan sesuai 
prosedur secara bertahap, berkesinambungan dan terarah 
2.    Menyiapkan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dan 
keterampilan serta dedikasi yang tinggi 
3.    Memasyrakatkan sikap hidup sehat sebagai landasan program kegiatan 
Moto : “Sehat untuk semua takkan jenuh dalam pengabdian” 
4.5.6. Struktur Organisasi Puskesmas Sudiang Raya 
            Berdasarkan peraturan Walikota Makassar nomor 79 tahun 2009 
keputusan Mentri Kesehatan RI No.128 / Menkes /  SK / 2009 yaitu 
1.    Kepala Puskesmas                               
2.    Wakil Managemen mutu ( WMM )      
3.    Kepala sub bagian tata usaha            
      a. Keuangan                                   
      b. Perlengkapan                              
4.    Unit pelayanan  teknis Fungsional Puskesmas    
a. Unit kesehatan masyarakat     : 
       b. Upaya Promosi Kesehatan 
      c. Upaya Kes. Lingkungan 
      d. Upaya KIA & KB Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 
      e. Upaya P2M / PTM                        
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      f. Upaya Kesehatan Sekolah        
      g. Upaya Perkesmas                     
      h. Upaya Kesehatan Kerja           
      i. Upaya Kes. Gigi & Mulut          
      j. Upaya Kesehatan Jiwa            
      k.Upaya Kesehatan Mata              
      l. Upaya Kes. Usia Lanjut              
      m. Upaya Pembinaan Battra           
5. Unit kesehatan perorangan 
6. Jaringan pelayanan Puskesmas 
a. Unit Puskesmas Pembantu : Pustu Darmayanti dan BataraUgi 
b. Unit Puskesmas keliling 
c. Unit Bidan Komunitas   
4.5.6. Sarana Puskesmas Sudiang Raya        
          Gedung Puskesmas Sudiang Raya mempunyai luas   1.300  m2  yang 
berdiri  pada areal   3.600  m2 . Bangunan seluas  1.300  m2 tersebut  terdiri 
dari  : 
       - Ruang Kartu                                   -   Ruang  Kepala Puskesmas 
       - Ruang UGD                                   -   Ruang Rapat 
       - Ruang  Keuangan                         -   Ruang Farmasi 
       - Ruang KIA / KB                             -   Ruang Poli Umum 
       - Ruang  Polik Gigi                          -   Dapur 
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       - Ruang Tata Usaha                        -   Gudang 
       - Ruang Laboratorium                     -   Ruang Toilet 
Sarana kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sudiang 
Raya adalah sebagai berikut : 
1. Rumah Sakit                    : 1   buah 
2. Puskesmas Pembantu    :  2   buah 
3. Posyandu                         : 31 buah 
4. Dokter / Bidan Praktek    : 18  buah 
5. Rumah Bersalin               :  2  buah 
6. Apotik                               : 22 buah 
7. Toko Obat                        : 11 buah 
8. Optikal                              : 1  buah 
9. Pengobatan Tradisional   : 2  buah 
4.5.7. Data Ketenagaan 
Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat baik yang sifatnya di dalam gedung maupun di luar 
gedung Puskesmas Sudiang Raya, tenaga yang  ada berjumlah 45 orang 
terdiri dari 27 orang berstatus PNS, dan 18  orang tenaga 
magang.  Dari  jumlah tenaga tersebut dengan kriteria 
pendidikan  sebagai  berikut : 
-  Dokter Umum   : 2 orang 
-  Dokter Gigi    : 2 orang 
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-  S1 Keperawatan   : 3 orang 
-  SKM    : 3 orang 
-  Apoteker    : 1 orang 
-  Sarjana Lainnya   : 3 orang 
-  D3 Keperawatan   : 5 orang 
-  D3 Analisis Kesehatan  : 1 orang 
-  D3 Kesehatan Lingkungan : 1 orang 
-  Ahli Madya Gizi   : 1 orang 
-  Pekarya Kesehatan  : 1 orang 
-  Bidan    : 2 orang 
-  SPRG    : 1 orang 
-  SPK     : 1 orang 
Sedangkan untuk Tenaga Magang adalah sebagai  berikut : 
- SKM   : 5 orang                  S1 Keperawatan : 2 orang 
- S. Farm  : 1 orang                  SPK   : 2 orang 
- D3 Keperawatan : 2 orang                  SMA   : 2 orang 
- D3 Kebidanan : 2 orang                  SMP   : 2 orang     
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4.6.     Penyelenggaraan Kesehatan Gratis di Kota Makassar 
Penyelenggaraan kesehatan gratis merupakan suatu penjabaran dari 
perintah undang-undang, dalam melaksanakan kesehatan gratis, pemerintah 
memiliki landasan hukum, dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 H ayat 
(1) menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 
Penyelenggaraan kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar 
manusia dan merupakan unsur penunjang kesejahteraan umum yang harus 
diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dalam beberapa tahun 
terakhir pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah provinsi serta 
pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan 
undang-undang yang telah ada untuk mengatur pelayanan kesehatan gratis, 
serta di tindak lanjuti oleh pihak pemerintah provinsi dengan membuat 
kebijakan kesehatan gratis yang di tuliskan kedalam suatu peraturan daerah 
dan peraturan gubernur, dan pihak pemerintah daerah/pemerintah kota  juga 
memiliki kewajiban untuk mengikuti kebijakan ini dengan di buatnya peraturan 
daerah serta perda/perwali. 
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Secara umum pelayanan kesehatan gratis ini telah lama dilaksanakan 
oleh pihak pemerintah provinsi Sulawesi selatan, kesehatan gratis yang 
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Sulawesi selatan merupakan salah 
satu Visi dan Misi Gubernur Sulawesi selatan pada tahun 2008, yang 
kemudian awalnya di tuangkan kedalam peraturan Gubernur nomor 13 tahun 
2008 tentang pedoman pelayanan kesehatan gratis dan peraturan Gubernur 
nomor 15 tahun 2008 tentang regionalisasi rujukan rumah sakit di Provinsi 
Sulawesi Selatan. Lebih lanjut untuk menyempurnakan kebijakan pelayanan 
kesehatan gratis setelah mengeluarkan dua peraturan gubernur pada tahun 
2008, maka pada tahun 2009 lahirlah Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2009 
tentang kerjasama penyelenggaraan kesehatan gratis. 
Pemerintah kota Makassar pada tahun 2009 merumuskan peraturan 
daerah nomor 7 tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan di Kota Makassar, 
dalam perjalanannya pemerintah kota Makassar melengkapi atau 
menambahkan dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang 
retribusi jasa umum, dalam peraturan daerah ini diatur tentang pembiayaan 
penyelenggaran kesehatan baik yang berstatus umum maupun yang di 
tanggung pembiayaannya oleh pihak pemerintah kota. Lebih lanjut 
pemerintah kota Makassar juga pada tahun 2014 mengeluarkan peraturan 
Walikota Makassar nomor 21 tahun 2014 tentang petunjuk teknis 
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pelaksanaan peraturan daerah kota Makassar nomor 12 tahun 2011 tentang 
retribusi jasa umum di Kota Makassar. 
Menyelenggarakan kesehatan gratis, pemerintah Kota Makassar 
tentunya tidak terlepas dari akuntabilitas penyelenggaraan kebijakan, karena 
sisi ini merupakan hal inti dari proses penyelenggaraan kesehatan gratis 
sebagai suatu kebijakan yang di rasakan oleh publik. Akuntabilitas 
penyelenggaraan kesehatan gratis sangatlah penting sebagai bagian dari 
transparansi penyelenggaraan kebijakan yang telah di tetapkan bersama 
pemerintah sebagai suatu pertanggung jawaban kepada publik. Akuntabilitas 
penyelenggaraan kesehatan gratis bertujuan agar  Pemerintah Kota 
Makassar dalam menjalankan kebijakan kesehatan gratis pemerintah kota 
Makassar tidak menyimpang dari undang-undang dan peraturan-peraturan 
yang ada.   
Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2009 Kota Makassar tentang 
pelayanan kesehatan di Kota Makassar, di jelaskan bahwa untuk memenuhi 
kebutuhan dasar di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan umum, maka pemerintah kota Makassar mengoptimalkan 
pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat kota Makassar, pemerintah 
kota makassar memiliki kewajiban melakukan pelayanan kepada masyarakat, 
serta pertanggung jawabannya juga harus jelas karena merupakan 
penyelenggaraan yang bersifat untuk masyarakat umum. 
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 Menurut Ibu Hartati, Kepala Seksi Pengembangan Sarana Pelayanan 
Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar 
mengungkapkan bahwa: 
“Pelayanan kesehatan gratis sebenarnya sudah dilaksanakan 
untuk tingkat dasar di puskesmas-puskesmas sejak tahun 2004, 
namun pada tahun 2008 penyelenggaraan kesehatan gratis ini 
mulai berkembang dengan adanya kerja sama antara pemerintah 
provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah kota makassar  
masalah pendanaan penyelenggaraan kesehatan gratis ini dibagi 
dua yaitu 40 % pembiayaan di tanggung oleh pemprov Sulawesi 
selatan dan 60 % di tanggung oleh Pemerintah Kota Makassar”. 
(Wawancara tanggal 16 Juni 2014). 
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis di kota makassar adalah 
semua pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya serta 
pelayanan kesehatan rujukan di kelas III (Tiga) rumah sakit pemerintah kota 
Makassar yang tidak dipungut biaya dan obat yang diberikan menggunakan 
obat generik.  
4.6.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Kesehatan Gratis 
Penyelenggaraan kesehatan gratis merupakan amanat dari Undang-
Undang Dasar  tahun 1945 dan harus di pertanggung jawabkan sesuai 
dengan aturan yang ada dalam undang-undang yang mengatur tentang 
pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam menjalakan akuntabilitas 
penyelenggaraan kesehatan gratis tentu memiliki landasan hukum yang jelas 
agar terdapat kejelasan tujuan dan agar lebih teratur dalam 
penyelenggaraannya. Berikut ini beberapa aturan perundang-undangan dan 
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peraturan pemerintah serta peraturan lainnya yang mengamanatkan dan 
mengatur akuntabilitas penyelenggaraan kesehatan gratis khususnya di Kota 
Makassar : 
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1): 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 mengamanatkan: 
“Ayat(1)fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh 
Negara,” sedangkan ayat (3) Negara bertanggung jawab atas 
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang 
layak.” 
Undang-Undang nomor 23 tahun 1992  tentang kesehatan 
menetapkan bahwa setiap orang berhak menerima pelayanan kesehatan. 
Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-undang 
diatas intinya mengarahkan pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan kepada semua lapisan masyarakat yang tentunya 
penyelenggaraan kesehatan ini ada yang besifat gratis dimana biaya 
penyelenggaraan disubsidi oleh pemerintah, yang harus transparan dalam 
akuntabilitas penyelenggaraannya sehingga penyelenggaraan kesehatan 
khususnya yang bersifat gratis tidak terdapat berbagai kekurangan serta 
dapat di pertanggungjawabkan sesuai undang-undang yang berlaku. Dari 
rujukan undang-undang diatas maka dengan segala pertimbangan dan untuk 
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pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan mencanangkan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat 
Sulawesi Selatan yang di anggap kurang mampu dengan mengeluarkan 
peraturan daerah dan peraturan Gubernur, sebagai berikut: 
1. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 provinsi Sulawesi Selatan tentang 
kerjasama penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis. 
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 13 tahun 2008 tentang 
pedoman pelayanan kesehatan gratis. 
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 15 tahun 2008 tentang 
regionalisasi system rujukan rumah sakit di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Menindak lanjuti Undang-undang, peraturan pemerintah serta 
peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur, maka Pemerintah Kota 
Makassar turut membuat regulasi atau aturan tentang penyelenggaraan 
kesehatan di Kota Makassar dengan klasifikasi atau pengelompokan ada 
yang bersifat umum dan ada yang gratis, dilayani dengan Jamkesda sesuai 
dengan aturan yang ada, berikut ini aturan yang mengatur penyelenggaraan 
kesehatan di Kota Makassar : 
1. Peraturan daerah nomor 7 tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan di 
Kota Makassar.  
2. Peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. 
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3. Peraturan Walikota Makassar nomor 21 tahun 2014 tentang petunjuk 
teknis pelaksanaan. 
4. Peraturan daerah kota Makassar nomor 12 tahun 2011 tentang 
retribusi jasa umum di Kota Makassar. 
Daftar Undang-undang dan regulasi diatas adalah aturan yang 
mengatur mengenai penyelenggaraan kesehatan khususnya masalah 
akuntabilitas penyelenggaraan kesehatan gratis di Kota Makassar. Berikut 
hasil wawancara dengan Bapak Sere, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota 
Makassar, mengungkapkan bahwa: 
“Penyelenggaraan kesehatan gratis di Kota Makassar merupakan 
amanat dari Undang-Undang sehingga pemerintah Kota Makassar 
tentu harus menyesuaikan dengan Undang-undang serta 
Peraturan daerah serta Peraturan Gubernur dan pemerintah kota 
juga turut membuat regulasi yang sama yaitu perda dan perwali 
agar ada pedoman penyelenggaraan kesehatan khususnya yang 
gratis supaya akuntabiltas penyelenggarannya dapat diterima oleh 
semua lapisan masyarakat serta tidak menyimpang dari aturan 
yang ada.” (Wawancara tanggal 16 Juni 2014). 
Hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa 
penyelenggaraan kesehatan gratis di Kota Makassar merupakan amanat dari 
Undang-Undang yang tentunya peraturan daerah maupun peraturan 
gubernur harus menyesuaikan dengan Undang-Undang yang telah ada agar 
penyelenggaraan kesehatan gratis dapat dirasakan semua lapisan 




4.6.2. Jenis Pelayanan, dan Fasilitas Kesehatan gratis di Kota  
Makassar 
A. Jenis dan dasar pelayanan kesehatan gratis di Kota Makassar 
Dalam pelaksanaan kesehatan gratis di Kota Makassar tentu memiliki 
jenis dan dasar pelayanan yang di gratiskan oleh pemerintah Kota Makassar 
berikut ini merupakan daftar jenis dan dasar pelayanan kesehatan yang di 
gratiskan di puskesmas dan jaringannya: 
1. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama (RJTP). 
a. Pemeriksaan dan konsultasi kesehatan. 
2. Pelayanan laboratorium dasar. 
a. Tindakan medic dasar. 
b. Tindakan medic gigi dan mulut dasar. 
3. Pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA). 
4. Pelayanan keluarga berencana (KB) 
a. Imunisasi. 
b. Surat Keterangan Lahir. 
c. Keterangan lahir. 
d. Surat keterangan sakit. 
5. Pelayanan rawat inap tingkat pertama (RITP) 
a. Rawat inap umum. 
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b. Rawat inap persalinan. 
6. Pelayanan gawat darurat (Emergency) 
7. Pelayanan kesehatan luar gedung. 
a. Pemeriksaan kesehatan melalui pusling, poskes, posyandu dan 
poskestren. 
b. Penyuluhan kesehatan. 
8. Pelayanan KIA. 
9. Pelayan KB. 
a. Imunisasi. 
b. Penyelidikan epidemologi. 
c. Pencegahan penyakit menular. 
10. Pelayan kesehatan rujukan. 
a. Di rumah sakit umum daerah/ R.S Pemerintah yang di tunjuk. 
11. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) 
12. Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) 
13. Pelayanan surat darurat (Emergency). 
14. Pelayanan kesehatan rujukan. 
Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2014 
Dari beberapa jenis pelayanan kesehatan gratis diatas baik yang 
bersifat dasar maupun lanjutan tentu harusnya pihak yang terlibat didalamnya 
harus melaksanakan secara propesional dan perlunya peningkatan 
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pelayanan baik yang ada pada puskesmas maupun di rumah sakit. Dari 
lanjutan diatas masih ada beberapa tingkatan pelayanan kesehatan gratis 
kepada masyarakat Kota Makassar yang ada pada rumah sakit atau balai 
kesehatan lainnya, yaitu : 
1. Rawat jalan tingkat lanjut (RJTL), dilaksanakan dir rumah sakit/ balai 
kesehatan milik pemerintah yang di tunjuk melalui poliklinik spesialis 
melalui : 
a. Konsultasi kesehatan, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 
oleh dokter spesialis/ umum. 
b. Rehabilitasi medic. 
c. Penunjang diagnostic, laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik. 
d. Tindakan medis kecil dan sedang. 
e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjut. 
f. Pelayan KB, termasuk kontap efektif, kontap pasca 
persalinan/keguguraan, penyembuhan efek samping dan 
kompilkasinya. 
g. Pemberian obat yang mengacu pada ketentuan (obat generik). 
h. Pelayanan darah. 
i. Pemeriksaan kehamilan dan resiko tinggi dan penyakit. 
2. Rawat inap tingkat lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang 
perawatan kelas 3 (tiga) Rumah Sakit, meliputi : 
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a. Akomodasi rawat inap pada kelas 3 (tiga). 
b. Konsultasi kesehatan, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan. 
c. Penunjang diagnostic. 
d. Operasi sedang dan besar. 
e. Pelayanan rehabilitasi medis. 
f. Perawatan intensif (ICU,ICCU,PICU, NICU, PACU). 
g. Pemberian obat mengacu pada ketentuan 9 obat generik). 
h. Pelayanan darah. 
i. Bahan dan alat kesehatan habis pakai. 
j. Persalinan resiko tinggi dengan penyulit. 
k. Pelayanan gawat darurat (emergency). 
Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2014.  
Data diatas merupakan tindakan pelayanan kesehatan gratis yang di 
tanggung oleh pihak pemerintah kota Makassar baik yang ada pada 
puskesmas maupun rumah sakit. Menurut ibu Hartati, Kepala Seksi 
Pengembangan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan 
Dinas Kesehatan Kota Makassar mengungkapkan bahwa : 
“Untuk saat sekarang ini pelaksanaan kesehatan gratis di Kota 
Makassar merujuk kepada pergub dan beberapa perda di tingkat 
provinsi dan perda tingkat kota dan yang terbaru adalah perwali 
dari keseluruhan peraturan ini maka pihak dinas kesehatan kota 
Makassar merumuskan beberapa jenis-jenis pelayanan kesehatan 
gratis yang diberikan kepada masyarakat kota makassar baik yang 
bersifat pelayanan dasar serta lanjuntan semuanya di tanggung 
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oleh pihak pemerintah kota dengan penganggaran dari APBD”. 
(Wawancara tanggal 16 juni 2014). 
Berikut ini merupakan jenis pemeriksaan yang di gratiskan: 
1. Pemeriksaan laboratorium dasar. 
2. Pemeriksaan laboratorium klinik. 
3. Pemeriksaan radiodiagnostik. 
4. Pemeriksaan patologi anatomi. 
5. Tindakan medic operatif. 
6. Pelayanan kebidanan dan kandungan. 
7. Pemeriksaan gigi dan mulut. 
8. Pemeriksaan penyakit kulit. 
9. Pemeriksaan mata. 
10. Pemeriksaan THT. 
11. Pemeriksaan onkology. 
12. Pemeriksaan neurologi. 
13. Rehabilitasi medic. 
14. Vaskuler. 















Alur rujukan pelayanan kesehatan gratis di Kota Makassar 
menunjukkan bahwa pasien yang akan menggunakan fasilitas kesehatan 
gratis mengikuti mekanisme pelayanan kesehatan gratis yang dikeluarkan 
oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan mempertimbangkan 
aturan yang ada yaitu, pasien atau keluarga terlebih dahulu mendapatkan 
pelayanan dasar pada tingkat puskesmas. 
Setelah mendapatkan pelayanan ditingkat dasar (Puskesmas), dari 












maka akan dirujuk ketingkat selanjutnya yaitu, pelayanan rujukan tingkat 
pertama, pelayanan rujukan tingkat region, pelayanan rujukan tingkat akhir, 
sesuai indikasi kebutuhan pasien. 
B. Fasilitas kesehatan gratis di Kota Makassar 
Dalam menyelenggarakan kesehatan gratis, pemerintah Kota 
Makassar tentu harus memiliki pusat pelayanan kesehatan, pemerintah Kota 
Makassar hanya memiliki satu fasilitas kesehatan atau rumah sakit umum 
daerah milik pemerintah Kota Makassar yaitu RSUD Daya, tentunya ini tidak 
dapat menampung atau menanggulangi pasien sementara jumlah penduduk 
tidak sebanding dengan fasilitas kesehatan yang ada, selain RS. Milik 
Pemerintah Propinsi dan RS. Milik swasta, maka untuk menangani masalah 
tersebut pemerintah kota Makassar melakukan kerjasama dan menunjuk  
beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Kota Makassar dan menjadi 
rujukan yang di tanggung oleh Jamkesda, yaitu: 
1. RSUD Daya. 
2. R.S Labuang Baji. 
3. R.S Wahidin. 
4. R.S Haji. 
5. RSB. St. Fatimah. 
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6. RSB. Pertiwi. 
Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2014. 
Menurut ibu Hartati, Kepala Seksi Pengembangan Sarana Pelayanan 
Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar, 
mengungkapkan bahwa : 
“Pihak pemerintah Kota Makassar saat membuat kebijakan 
kesehatan gratis ini tentu yang pertama kali di perhatikan adalah 
bagaimana menyiapkan tempat pelayanan terlebih dahulu seperti 
rumah sakit sebagai pelayanan lanjutan dan puskesmas sebagai 
tempat pelayanan dasar. Sehingga pemerintah Kota Makassar 
melakukan perjanjian kerja dengan beberapa rumah sakit yang 
ada di kota Makassar  sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan 
yang di tanggung oleh Jamkesda Kota Makassar”. (Wawancara 
tanggal 16 Juni 2014). 
 
Jumlah penduduk Kota Makassar adalah 1.352.136. juta jiwa, dengan 
terbagi kedalam beberapa kelompok atau pengklasifikasian jenis pelayanan 
kesehatan yang di peroleh. berikut ini pembagian jenis pelayanan kesehatan 







Tabel 4.8. Jenis dan Jumlah pasien penerima layanan kesehatan gratis 
di Kota Makassar 
NO JENIS PELAYANAN KESEHATAN JUMLAH 
PENERIMA 
% 
1 Penduduk yang di subsidi oleh 
Pemerintah Kota Makasssar 
(Jamkesda) 
687.667 jiwa 50,86% 
2 Peserta Askes 239.737 jiwa 17.73% 
3 Peserta Jamkesmas 310.339 jiwa 22.95% 
4 Peserta Jamsostek 71.506 jiwa 5.29% 
5 Askes Komersial 42.887 jiwa 3.17% 
Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2014. 
Dari pengelompokan diatas, peserta Jamkesda merupakan jumlah 
yang paling besar, menurut Ibu Hartati, Kepala Seksi Pengembangan Sarana 
Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota 
Makassar mengungkapkan bahwa : 
“Peserta Jamkesda merupakan masyarakat yang tidak memiliki 
asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan apapun sehingga 
pemerintah kota memiliki kewajiban untuk mewadahi masyarakat 
yang berada pada kelompok ini, dengan mengotomatiskan mereka 
masuk sebagai peserta Jamkesda”. (Wawancara tanggal 16 Juni 
2014). 
Hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa yang 
dimaksud dengan peserta jamkesda adalah masyarakat yang tidak memiliki 
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asuransi kesehatan sehingga pemerintah kota yang berkewajiban untuk 
mewadahi kebutuhan masyarakat tersebut. 
4.6.3. Penganggaran dan Pembiayaan Penyelenggaraaan 
Kesehatan Gratis di Kota Makassar 
Penganggaran dan pembiayaan penyelenggaraan kesehatan gratis di 
Kota Makassar khususnya Jamkesda berasal dari dua sumber yaitu; APBD 
Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 40% dari jumlah anggaran dan APBD 
Kota Makassar sebesar 60%, kedua sumber penganggaran ini merupakan 
komitmen dari kedua pihak pemerintah antara Pemprov dan Pemkot Karena 
sejalan dalam mewujudkan kebijakan penyelenggaraan Kesehatan Gratis di 
Kota Makassar. 
Dari penganggaran ini setiap pusat-pusat pelayanan kesehatan 
terpadu mendapat anggaran tiap tahunnya dari pihak pemerintah Kota 
Makassar sebagai pelaksana anggaran. Menurut Ibu Hartati, Kepala Seksi 
Pengembangan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan 
Dinas Kesehatan Kota Makassar mengungkapkan bahwa: 
“Penganggaran penyelenggaraan kesehatan gartis di Kota 
Makassar terbagi dua ada yang di subsidi oleh Pemerintah 
Provinsi dan ada Juga yang di anggarakan oleh pemerintah Kota 
Makassar, dimana pembagian ini sebesar 40/60% dari jumlah total 
anggaran pertahunnya. Dan di distribusikan kepada rumah sakit 
dan puskesmas-puskesmas yang ada sesuai dengan jumlah 
kebutuhan sebagai biaya operasioanal dan pengobatan dan 
pembiayaan lainnya yang menyangkut dengan penyelenggaraan 
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kesehatan gratis di kota Makassar”. (Wawancara tanggal 16 Juni, 
tahun 2014). 
Khusus di rumah sakit umum Daya pada tahun 2013 jumlah  
angggaran dari pemerintah Provinsi  dan Pemerintah kota, yaitu : 
Tabel 4.9. Rincian Sumber dana dan raealisasi anggaran 






1 Pemprov Sul-Sel Rp. 6.600.000.000,- Rp. 6.335.279.715,- 
2 Pemkot Makassar Rp. 9.906.709.900,- Rp. 8.396.930.602,- 
 Jumlah Rp. 16.506.709.900,- Rp. 14.732.210.317,- 
Sumber data: Bagian Keuangan RSUD Daya 
Dari segi pengelolaan keuangan RSUD Daya sudah bersifat otonom, 
dari tahun 2013 anggaran RSUD Daya sebesar Rp.16.506.709.900,-  dengan 
realisasi sebesar Rp. 14.732.210.317,-. Pada tahun 2014, jumlah anggaran 
RSUD Daya sebesar 19.216.578.675,- dengan realisasi sampai pada bulan 
Juni tahun 2014 sebesar, Rp. 2.926.863.406,- jumlah ini menunjukkan bahwa 
dari tahun 2013 sampai pada tahun 2014 terjadi peningkatan penganggaran 
untuk pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan gratis di RSUD Daya. 
Pada tingkat Puskesmas biaya penyelenggaraan kesehatan gratis 
berkisar antara Rp. 500.000.000,- sampai pada Rp. 600.000.000,-/tahun 
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sesuai dengan tingkatan dan jumlah kebutuhan Puskesmas, sumber dari 
APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBD Kota Makassar.  
4.6.4 Pelayanan Kesehatan, dan Pelayanan Administrasi 
penyelenggraan kesehatan  Gratis di RSUD Daya 
A. Pelayanan kesehatan  
Pada tingkatan Rumah Sakit di RSUD Daya, pelaksanakan pelayanan 
Kesehatan Gratis ini sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar nomor 21 
tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah kota 
Makassar nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum di Kota 
Makassar dan peraturan lainnya.  
Dalam melaksanakan pelayanan kepada peserta Jamkesda pihak 
RSUD Daya menggratiskan seluruh bentuk pelayanan sesuai yang tertera 
dalam perda dan perwali kota Makassar. Menurut ibu Meri, pasien kelas III 
RSUD Daya, peserta Jamkesda, mengungkapkan bahwa: 
“Pelayanan Rumah Sakit sudah bagus, apa yang dibutuhkan oleh 
pasien sudah tersedia, seperti obat-obatan, cairan infus dan alat 
lainnya, para medis sudah cukup baik dengan pelayanannya, dan 
sampai saat ini belum ada biaya yang saya keluarkan selama 
masa perawatan. (Wawancara tanggal 25 Juni, tahun 2014). 
Hasil wawancara dengan pasien diatas membuktikan bahwa dalam 
pemberian pelayanan kesehatan khususnya di RSUD Daya pihak rumah sakit 
tidak memungut biaya dari pasien kelas III penerima Jamkesda, peralatan 
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dan obat-obatan sudah disediakan untuk pasien sesuai dengan peraturan 
yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar, pelayanan yang diberikan 
cukup baik dalam menangani pasien. 
B. Pelayanan Administrasi Pasien Jamkesda 
Alur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis khususnya 
pelayanan jamkesda di RSUD Daya Kota Makassar. Dalam mendapatkan 
pelayanan kesehatan gratis masyarakat tentu harus memperhatikan berbagai 
prosedur administrasi jika ingin mendapatkan pelayanan yang telah 
ditetapkan oleh pihak pemerintah dan pihak RSUD sendiri dalam bentuk 
regulasi atau aturan lain yang mengatur alur administratif dan pola pelayanan 
kesehatan gratis di rumah sakit. 
Khususnya di RSUD Daya Kota Makassar, pasien terlebih dahulu 
mendaftarkan diri pada loket yang ada dengan membawa berbagai 
persyaratan administratif seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) penduduk 
yang bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar, atau Kartu Keluarga 
(KK), serta surat rujukan dari Puskesmas sebagai pelayanan ditingkat dasar. 
Dalam proses ini pihak rumah sakit akan memproses pendaftaran pasien 
dengan melanjutkannya kepada pihak pelayanan Jamkesda, apabila pasien 
tidak terdaftar atau  tidak memiliki kartu asuransi kesehatan lainnya. 
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Pasien yang membutuhkan pelayanan dasar tentu hanya diarahkan 
kebagian poliklinik sedangkan pasien yang membutuhkan pelayanan tingkat 
lanjutan akan diarahkan langsung ke fasilitas tingkat lanjutan untuk dilayani 
dengan fasilitas seperti, instalasi gawat darurat, rawat inap, hingga dirujuk ke 
ruang rawat inap melalui proses administrasi yang ada dalam regulasi yang 
telah di atur dalam pelayanan jamkesda di RSUD Daya Kota Makassar. 
Gambar 4.2. Alur atau proses untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan 
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Proses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di atas adalah pola 
administrasi yang ditetapkan pihak rumah sakit untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda dan masyarakat yang 
bertempat tinggal menetap dan memiliki kartu tanda penduduk dan kartu 
keluarga di Kota Makassar, dalam proses administrasi tersebut masyarakat 
sangat dimudahkan dalam mengakses pelayanan kesehatan khususnya di 
RSUD.Daya, cukup dengan KTP dan KK, serta surat rujukan dari puskesmas. 
 hasil pengamatan peniliti di lokasi yaitu RSUD.Daya Kota Makassar, 
masih ada saja terjadi diskriminasi bagi calon pasien dengan mendahulukan 
kerabat atau keluarga, hal ini dapat menjelaskan bahwa propesionalisme 
aparat masih kurang dalam memberikan pelayanan yang optimal, padahal 
Profesionalisme penyelenggaraan kesehatan gratis di Kota Makassar pihak-
pihak penyelenggara yang memiliki kaitan dengan penyelenggaraan 
kesehatan gratis sudah melakukan upaya agar melakukan pelayanan kepada 
masyarakat  sesuai dengan aturan atau regulasi serta standar pelayanan 
minimal yang ada. 
4.6.5. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis ditingkat 
Puskesmas 
Pada tingkat penyelenggaraan dasar kesehatan gratis di Kota 
Makassar, tentu harus di lengkapi dengan fasilitas-fasilitas pelayanan dasar, 
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seperti puskesmas  dan Pustu serta posyandu khusus di Kota Makassar, 
pemerintah kota khususnya Dinas Kesehatan Kota Makassar setidaknya 
memiliki fasilitas pelayanan dasar, yaitu : 
1. Puskesmas : 46 Unit  
2. Puskesmas pembantu : 44 Unit 
3. Posyandu : 979 Unit 
Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Makassar, tahun 2014. 
Pelayanan kesehatan gratis pada tingkat Puskesmas merupakan 
pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat. Puskesmas merupakan 
fasilitas di tingkat-tingkat kelurahan maupun kecamatan yang disiapkan oleh 
pihak pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar. 
Menurut Ibu Hartati, Kepala Seksi Pengembangan Sarana Pelayanan 
Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar 
mengungkapkan bahwa : 
“Pemerintah Kota Makassar menyiapkan fasilitas-fasilitas 
Puskesmas di setiap wilayah, agar masyarakat dapat menjangkau 
fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dasar, dan untuk sekarang 
ini setiap puskesmas berkewajiban memberikan pelayanan 
kesehatan secara gratis karena telah di tanggung oleh pihak 
pemerintah kota dan pemerintah provinsi”. (Wawancara tanggal 16 
Juni tahun 2014).  
Dari jumlah pusat pelayanan kesehatan diatas, sudah disesuaikan 
dengan jumlah penduduk Kota Makassar dengan memperhatikan sesuai 
dengan kebutuhan dasar pelayanan kesehatan di masing-masing wilayah. 
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Menurut Ibu Hartati, Kepala Seksi Pengembangan Sarana Pelayanan 
Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar 
mengungkapkan bahwa : 
“Jumlah unit pusat pelayanan kesehatan terpadu di Kota 
Makassar, sudah cukup memadai sesuai dengan luas dan jumlah 
penduduk di masing-masing wilayah. Dan untuk kebutuhan 
pelayanan kesehatan baik umum maupun yang di tanggung oleh 
Jamkesda disediakan oleh pihak dinas kesehatan Kota Makassar 
sesuai dengan kebutuhan puskesmas masing-masing”. 
(Wawancara tanggal 16 Juni tahun2014). 
Hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa pemerintah 
kota telah menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti adanya 
puskesmas di setiap kelurahan maupun kecamatan dan kebutuhan 
pelayanan kesehatan baik umum maupun yang ditanggung oleh jamkesda 
sesuai kebutuhan puskesmas masing-masing telah disediakan oleh pihak 
Dinas Kesehatan Kota Makassar. 
A. Pengelolaan Puskesmas 
            Pelayanan pada Puskesmas Sudiang Raya dan Puskesmas 
Tamalanrea di laksanakan setiap hari senin hingga sabtu dengan pelayanan 
selama 3 jam yaitu mulai dari pukul 08.00 – 11.00 WITA sedangkan untuk 
jadwal jam kerja pegawai Puskesmas dimulai dari pukul 07.30 – 14.00 WITA. 
Tingkat akurasi atau ketepatan waktu kedatangan para petugas berbeda-
beda, ini dikarenakan jarak tempuh dari tempat tinggal masing-masing ke 
puskesmas ada yang cukup jauh. 
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Ketepatan waktu bertugas menjadi salah satu faktor pengukuran 
dalam pertanggungjawaban kinerja yang diberikan kepada masyarakat 
penerima layanan agar tidak terjadi penyelewengan waktu kerja, oleh karena 
itu tiap puskesmas yang diatur oleh pihak dinas kesehatan Kota Makassar 
membuat daftar hadir staf/tenaga kesehatan yang menyertakan waktu 
kehadiran, agar menjadi acuan ketepatan waktu para petugas. 
Pelaksanaan kesehatan gratis di Puskesmas Sudiang Raya mengikuti 
dari regulasi atau aturan yang ada, pelayanan yang diberikan merupakan 
pelayanan dasar, persyaratan utama yang harus di penuhi oleh masyarakat 
yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis  di puskesmas sudiang 
raya yaitu, cukup membawa KTP dan KK (Kartu Keluarga). Kepala 
puskesmas Sudiang Raya ibu Asniwaty Idris mengungkapkan bahwa: 
“Pelaksanaan kesehatan gratis di Puskesmas Sudiang raya cukup 
mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar karena 
mendapatkan pelayanan secara propesional dan digratiskan, dari 
data yang kami miliki, masyarakat yang menggunakan kesehatan 
gratis ini atau jamkesda ini cukup banyak khususnya di wilayah 
kelurahan sudiang raya, kami juga dari pihak puskesmas tentu 
berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan yang 
sesuai dengan standar yang ada dan terus kami tingkatkan dalam 
berbagai program sesuai dengan pengajuan anggaran yang di 
setujui oleh pihak dinas kesehatan Kota Makassar.” (Wawancara 
Tanggal 20 Juni 2014) 
Hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa Dalam hal 
penyelenggaraan kesehatan gratis di Puskesmas Sudiang Raya 
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dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada dan dengan persyaratan yang 
sederhana, serta pihak puskesmas berusaha agar pelayanan yang diberikan 
dapat memuaskan masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban 
puskesmas kepada masyarakat. penganggaran pihak puskesmas sudiang 
raya difasilitasi oleh pihak dinas kesehatan Makassar baik dari fasilitas, 
peralatan dan anggaran operasional. 
Pelaksanaan kesehatan gratis di Puskesmas Tamalanrea tidak jauh 
berbeda dengan Puskesmas Sudiang Raya karena mengikuti regulasi yang 
sama serta sifat penyelenggaraan yang sama yaitu menggratiskan seluruh 
bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat penerima Jamkesda Kota 
Makassar. Kepala Puskesmas Tamalanrea ibu A. Erny Aryani Nur 
mengungkapkan bahwa: 
“Program kesehatan gratis di Kota Makassar khususnya di 
kelurahan tamalanrea tentu menjadi prioritas kami dalam 
memberikan pelayanan dasar karena sasaran dari program ini 
adalah masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan 
khusunya golongan keluarga yang kurang mampu. Dan dalam 
memberikan pelayanan kesehatan kami tidak memungut biaya, 
dalam hal operasional penyelenggaran kesehatan gratis ini kami di 
fasilitasi dari dinas kesehatan Makassar sesuai dengan kebutuhan 
fasilitas dan anggaran.” (Wawancara Tanggal 20 Juni 2014). 
Wawancara diatas menggambarkan bahwa penyelenggaraan 
kesehatan gratis di Kota Makassar sudah di nikmati oleh masyarakat karena 




B. Pengelolaan SDM  ( Sumber Daya Manusia ) 
            Puskesmas memperhatikan kualitas sumber daya manusia ( SDM ) 
yang ada di ruang lingkupnya . Hal itu di tinjau dari pengelolaan SDM atau ke 
ikut sertaan para pegawainya dalam berbagai kegiatan, seperti : seminar, 
pelatihan, maupun kegiatan Kesehatan lainnya, yang diselenggarakan oleh 
pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar Hal itu bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas dari Puskesmas. Menurut ibu Sitti Salma, Bagian Unit Kesehatan 
Perorangan puskesmas Sudiang Raya mengemukakan bahwa : 
“Tenaga medis yang ada di Puskesmas Sudiang Raya ikut serta 
dalam pelatihan yang diadakan oleh pihak Dinas Kesehatan 
Kota Makassar yang melaksanakan kegiatan seperti, Seminar, 
Simposium, dan kegiatan Pelatihan tenaga medis ditingkat 
Puskesmas sekota Makassar, tenaga yang diutus oleh pihak 
puskesmas sesuai dengan jenis kegiatan dan pelatihan bidang 
masing-masing”. (Wawancara tanggal 20 Juni 2014) 
 
Penjelasan dari informan diatas juga dikemukakan oleh ibu Erny 
Aryani Nur, Kepala Puskesmas Tamalanrea : 
“Saat ada pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas 
Kesehatan Kota Makassar tenaga kesehatan yang ada di 
Puskesmas ini diikutkan untuk menjalani pelatihan tersebut 
sebagai bentuk respon apabila ada undangan atau instruksi 
pihak Dinas”. 
 
Dari hasil wawancara dengan informan dapat dijelaskan bahwa dalam 
meningkatkan kualitas petugas yang ada pada tingkat Puskesmas, keaktifan 
mengikuti pelatihan dan kegiatan lainnya sebagai bentuk profesionalisme 
yang akan diberikan kepada masyarakat dalam menangani dan melayani 
berbagai jenis tuntutan kesehatan, hal ini dapat menunjang pelaksanaan 
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pelayanan dan meningkatkan mutu yang lebih baik kepada masyarakat 
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja para petugas. Peningkatan 
mutu dan kualitas petugas kesehatan tidak terlepas dari peran Dinas 
Kesehatan Kota Makassar yang mengadakan program pelatihan, 
pelaksanaan pelayanan kesehatan, penganan, dan pembinaan puskesmas 
yang ada di Kota Makassar. 
C. Pengadaan dan Penerimaan Obat 
Pengadaan/permintaan obat di puskesmas dilakukan melalui dinas 
kesehatan Kota Makassar dan GFK dengan mengajukan LPLPO, kemudian 
dinas Kesehatan mengadakan obat sesuai dengan kebutuhan puskesmas. 
Kebutuhan akan obat-obatan disediakan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota 
Makassar yang dalam hal ini tidak membutuhkan waktu lama untuk 
menanggapi dan mendistribusikan  permintaan yang diajukan oleh pihak 
Puskesmas setelah mengikuti alur atau syarat yang ditetapkan oleh pihak 
Dinkes. 
Penerimaan dan permintaan obat di Puskesmas adalah dengan 
mengikuti alur permintaan dan penyerahan obat dari GFK ke Puskesmas 
berdasarkan penyusunan petunjuk yang di atur oleh kepala Dinas Kesehatan 
Kota Makassar. 
Penerimaan obat di Puskesmas sesuai dengan kebutuhan obat-obatan 
melalui  Ampra ( buku permintaan ) yang diajukan sesuai dengan LPLPO 
yang dimasukkan pada saat persediaan yang ada sudah menipis atau hampir 
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habis, LPLPO ini dikirim oleh pihak puskesmas ke GFK  Kemudian akan ada 
pendistribusian obat ke puskesmas yang telah mengirim LPLPO atau 
terkadang  Petugas Apotek (Tim Perencanaan obat puskesmas) menunggu 
panggilan untuk mengambil langsung ke GFK. 
D. Pendistribusian dan Penyimpanan Obat 
Pendistribusian obat  mencakup kegiatan pengeluaran dan 
penerimaan obat-obatan yang sesuai jenis dan jumlah yang dibutuhkan 
termasuk dalam pemenuhan kebutuhan obat di unit-unit pelayanan pembantu 
seperti Pusling (Puskesmas Keliling) dan Pustu (Puskesmas Pembantu) akan 
didistribusikan oleh pihak puskesmas yang ada di tiap-tiap kelurahan atau 
kecamatan Kota Makassar. 
      Penyimpanan obat di Puskesmas umumnya berdasarkan sistem 
FEFO (First Expire First Out) dimana barang yang expire date 
atau masa kadaluarsanya sudah dekat  akan disimpan di bagian 








4.7. Akuntabilitas Penyelenggaraan Kesehatan Gratis di Kota Makassar 
Akuntabilitas penyelenggaraan kesehatan gratis di Kota Makassar 
dapat kita lihat dari segi kepuasan masyarakat yang mendapatkan pelayanan 
kesehatan gratis dan transparansi pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan 
gratis.  Akuntabilitas penyelenggaraan kesehatan gratis sangatlah penting, 
sebagai bagian dari pertanggungjawaban penyelenggaran kebijakan kepada 
publik. 
Dari segi penyelenggaraan kesehatan gratis, pemerintah kota 
Makassar sudah melakukan upaya penyelenggaraan yang bertujuan untuk 
melayani seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Makassar agar tidak 
terjadi lagi ketimpangan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 
sebagaimana peraturan yang ditetapkan.  
4.7.1. Pedoman Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Bidang 
Kesehatan dan Pertanggungjawaban Administrasi 
Acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang 
kesehatan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan 
pelayanan kesehatan. Tujuan dari standar pelayanan minimal : 
1. Pedoman bagi Puskesmas dalam penyelenggaraan layanan kepada 
masyarakat. 
2. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan 
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3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran 
yang dibutuhkan. 
4. Alat akuntabilitas Puskesmas dalam penyelenggaraan layanannya. 
5. Mendorong terwujudnya checks and balances. 
6. Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan puskesmas. 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini bertujuan untuk menyamakan 
pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau 
satuan rujukan, target nasional tahunan, cara perhitungan, rumus, 
pembilangan, penyebut, standar, satuan pencapaian kinerja, dan sumber 
data. 
Monitoring atau pengawasan dan Mekanisme Pertanggung Jawaban 
keuangan penyelenggaraan Kesehan Gratis dari tingkat Puskesmas, RSUD, 
dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tujuan dari pada monitoring dan 
supervisi, agar dana program pelayanan kesehatan gratis diterima oleh yang 
berhak dalam jumlah waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Monitoring 
dan supervisi di sini dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan, dan 
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program pelayanan kesehatan 
gratis (43, Pasal 44 dan Pasal 45 Pergub Nomor 13 Tahun 2008). 
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Dalam pelaksanan monitoring dan supervisi berdasarkan penelitian di 
lapangan, seringkali tim pengendali yang melakukan monitoring terhadap 
alokasi, penyaluran, penggunaan dana, administrasi peserta kurang tepat, 
karena hasil monitoring selalu dikatakan bahwa peserta kesehatan gratis 
sudah tepat sasaran berdasarkan pasien yang dilihat di Rumah Sakit, namun 
dari sekian banyak pasien ternyata masih banyak pasien yang mampu mala 
di tempatkan di rumah sakit rujukan kelas III, dampaknya pasien di rujukan 
kelas III membludak. 
Alur atau mekanisme pertanggungjawaban administrasi dan keuangan 
dari penyelenggaraan kesehatan gratis di Kota Makassar tidak terlalu rumit 
karena alurnya hanya sesuai dengan peraturan yang ada yaitu, Puskesmas 
dan RSUD memberikan pertanggung jawaban kepada Pihak Dinas 
Kesehatan Kota Makassar secara berkala dan tiap tahun memberikan 
pertanggung jawabannya. Tentunya pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar 
Juga memberikan pertanggung jawaban kepada pemerintah kota Makassar 
dan Pemerintah Kota melanjutkannya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan. Menurut Bapak Sere, sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar 
mengungkapkan bahwa : 
“Pemerintah kota melalui dinas kesehatan membentuk tim 
monitoring untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan kesehatan 
gratis di Kota Makassar tujuan dari monitoring ini agar tidak terjadi 
penyimpangan dalam penyelenggaraan kesehatan gratis khusnya 
masalah pembiayaannya. Serta mekanisme pertanggung jawaban 
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materi penyelenggaraan kesehatan gratis cukup puskesmas dan 
RSUD melakukan pertanggung jawaban kepada dinas kesehatan, 
dinas kesehatan melanjutkan ke pemkot dan pemkot 
mempertanggung jawabkan ke pemprov karena dalam 
pembiayaan penyelenggaraan kesehatan gratis di Kota Makassar 
pemprov turut membiayai sebesar 40% dari jumlah anggaran”.  
(Wawancara tanggal 16 Juni 2014). 
Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota 
Makassar telah membentuk tim monitoring untuk mengawasi jalannya 
penyelenggaraan kesehatan gratis di Kota Makassar tujuan dari monitoring 
ini agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kesehatan gratis. 
Setiap tim pengendali dan tim pelaksana dari tiap pelaksana yang ada 
ditingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, dan tim pengendali serta tim pelaksana 
yang berkewenangan di RSUD, dan Puskesmas, wajib memberikan laporan 
atas hasil kegiatan dan pengawasannya pertiga bulan, perenam bulan, dan 
laporan akhir pertahunnya, akan tetapi dalam penelitian dan pengamatan 
yang peneliti lakukan dilokasi bahwa masih kurangnya transparansi bentuk 
pertanggungjawaban pihak terkait dalam penyelenggaraan kesehatan, tidak 
adanya keterbukaan informasi untuk publik mengenai penganggaran dan 
pengelolaan administrasi rumah sakit, kurangnya sosialisasi membuat 






KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
1. Penyelenggaraan kesehatan gratis di Kota Makassar merupakan 
amanat Undang-undang yang dilanjutkan kedalam bentuk peraturan 
daerah dan peraturan walikota Makassar, dalam penyelenggaraannya 
pelayanan kesehatan gratis ini sangat membantu bagi masyarakat 
yang kurang mampu dari segi ekonomi untuk menjangkau pusat-pusat 
pelayanan kesehatan baik itu di Puskesmas maupun Rumah Sakit, 
kualitas penyelengaraan pelayanan kesehatan gratis ini pun turut jadi 
perhatian pemerintah kota agar tidak terjadi salah sasaran pelayanan.  
Bentuk pelayanan dibagi dalam berbagai jenis atau kelompok sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, serta pengobatan yang dilakukan baik 
di tingkat puskesmas maupun rumah sakit dibiayai atau di subsidi oleh 
pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi, dalam menyelenggarakan 
kebijakan kesehatan gratis Pemerintah Kota menunjuk berbagai 
Fasilitas Rumah sakit dan Puskesmas dan balai pengobatan lainnya 
sebagai mitra dalam pemberian pelayanan kesehatan gratis kepada 
masyarakat Kota Makassar. 
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2. Akuntabilitas penyelenggaraan kesehatan gratis di Kota Makassar 
dapat dilihat dari profesionalitas para penyelenggara kesehatan gratis 
serta transparansi penyelenggaraan dan pertanggung jawabannya 
harus lebih di akuntabel dalam menjalankannya, agar kepuasan 
masyarakat Kota Makassar dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 
gratis dapat terpenuhi dengan baik, dalam akuntabilitas 
penyelenggaraan pihak dinas kesehatan, RSUD Daya dan beberapa 
puskesmas melakukan pelayanan kesehatan gratis sesuai dengan 
aturan yang berlaku dan petunjuk yang ada, agar tidak terjadi 
penyimpangan dalam penyelenggaraannya.  
5.2.    Saran 
1. Penyelenggaraan kesehatan gratis di Kota Makassar merupakan 
kebijakan yang menyentuh masyarakat, untuk itu dalam melakukan 
pelayanan kesehatan gratis pihak-pihak yang terkait perlu 
mengevaluasi kembali bentuk-bentuk pelayanan yang masih kurang, 
kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan 
dan standar pelayanan yang akan diberikan oleh aparat serta perlunya 
peningkatan kapasitas pusat-pusat pelayanan kesehatan  milik 
pemerintah Kota Makassar untuk menjangkau masyarakat yang belum 
tersentuh oleh kebijakan ini, serta penganggaran penyelenggaran 
kesehatan gratis ini harus jelas kepada masyarakat. Perlunya 
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mengklasifikasikan masyarakat dengan kemampuan ekonomi mereka 
masing-masing agar sasaran dan tujuan dari program tercapai dan 
tepat sasaran. 
2. Akuntabilitas penyelenggaraan kesehatan gratis di Kota Makassar 
perlu ditingkatkan melalui beberapa aspek, seperti profesionalitas 
penyelenggara, perlunya peningkatan standar pelayanan minimal di 
tiap-tiap pusat pelayan kesehatan, serta petanggung jawaban 
penganggaran dan pembiayaan kesehatan gratis harus lebih jelas dan 
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DATA KUNJUNGAN PENDERITA PUSKESMAS TAMALANREA TAHUN 2013 
 Sumber data : Puskesmas Tamalanrea, dalam angka tahun 2013 
NO BULAN UMUM ASKES JAMKESMAS JUMLAH 
1.  Januari 1913 589 48 2550 
2.  Februari 2083 631 59 2773 
3.  Maret 1924 653 53 2630 
4.  April 1858 652 49 2559 
5.  Mei 1806 714 64 2584 
6.  Juni 1713 615 64 2392 
7.  Juli 1768 644 75 2487 
8.  Agustus 1463 584 50 2097 
9.  September 1656 646 79 2381 
10.  Oktober 1709 616 47 2372 
11.  November 1733 562 44 2339 
12.  Desember 1340 549 56 1945 
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